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Dekab Didesak Hearing PU dan DPPKAL

S1G1, MERCUSUAR - Tim
' pada Lembaga Pemantau
enyelenggaraan Negara
tcpublik Indoncsia (LPPNRI)
brovinsi Sulteng mendesak
DPRD Kabupaten (Dekab)
igi uniuk melakukan hearing
la rapat dengar pendapat
RDP) dengan Dinas Pekerjaan
Umum (PU} Sigi maupun
Dinas Pendapatan Pengelalaan
Cekayaan dan Aset Daerih
(DPPKAD) Sigimenyangkut du-
gaan anggaran siluman sekira
Rp22 miliar untuk pembayaran
utang proyek di Dinas PU Sigl

Ketua Tim 7 LPPNRI Sulteng,
[Kbal Borman meminta Ketua
Dekab Sigi Moh Rizal Intjenae
dapat segera membentuk
tim eabungan antata Komisi

11 yang bermitra dengan bi-
dang keuangan dan Kormisi 1t
yang bermitra dengan bidang
infrastuktur.

“Kami mendessk segera di-
bentuk agar secepatnya dila
Kukan hearing guna memper
tanyakan kebenaran dugaan
tersebut sekaligus meminta
Klarifikasi dari SKPD terkait,
kenapa terjadi perubahan yang
awalnya tidak ada di banggar,
tapi fiba-tiba muncul anggaran
sebesar itu untuk pembaya
ran hulang. Apalagi pansus
bahkan anggota DPRD saat
paripuma mengaku tidak tahu
Soal pembayaran hutang ter-
sebur. Ini patul dipertanyakan
melalui hearing,” jelas Tkbal
Kepada Mercusuar, Mingau

®DUGAAN ANGGARAN SILUMAN

1012016

Menurutya, Dekab pers
I melakukan hal itu sebagal
hentuk pertanggungjawaban
kepada publik. Bahkan (kbal
mengaku perlu pula Dekab
Sig meminiagukunen e
pembayaran hutang tersebut
dimana semua peruniukkantiya
secara rincl dan transpur
ahkan jika merujuk di dac-
rah lain, pembayaran hutang
tidak bolch di APBD turni,tap
di APED Perubahan, I pun
Kalau sudah berdasarkan pen
gusulan SKPD terkair dan melal
i pembahasan DPRD. Tapi du
gaan yangberedar baiwa sama
sekall tidak diusulkan, apalagi
dibahas DPRD,” uturnya.

Ikbal pun berharap Wakil

Bupati Sig, Paulina dengan
tupoksi pengawasannya untuk
dapat mengambil Gndakan
kepada SKPD terkait agar ti-
semakin menjadi pemicu
gejolak di masyarakal. “Kami
membaca berica di beberapa
media tentang kasus ini dan
temmyata sekarang sudab men
jadi perbincangan masyarakat
Olehnya diharap wakil bupati
dapat mengambil sikap agar
terciptanya transparansi pada
SKPD terkait,” tandas Ikbal.
Katanya, hearing penting
guna mengetahul lebih detail
persoalan ini, agar masyarakat
tidak resah dengan opini yang
semakin melebar. Sehingga
i meminta SKPD terkait
dapat terbuka dan apa adanya

menyangkut persoalan itu
“Tim 7 LPPNRI Sulteng pun
saat ini sedang melakukan in-
vestigasi terkait apa saja item
yangdibayarkan hutang sebesar
puluhan miliar itu. ik memang
kami mendapati ada kerugian
keuangan negara, maka tidak
menutup kemungkinan kami
akan melaporkannya ke pene-
gak hukum demi penciptaan
pemerintahan yang bersih di
Sigi," twiup [kbal
Sebelumnya sempat dibe
ritakan bahwa Ketua Komisi
111 sekaligus Ketua panitia
Khusus (pansus) pembahasan
APBD 2016 Dekab Sigi, Torki
Thrahim Tutra meminta kasus
temuan dugaan anggaran
siluman sebesar Rp22 miliar

di Dinas Pekerjaan Umu
(PU) Kabupaten Sigi dibay
ke ranah hukum dan dipros
hukum

“Ini kani temukan di APE
awal tahun 2016 dimana dala
pembahasan, anggaran 5
besa ini tidak pernah diust
Kan dan dibahas oleh DPR
Mungkin mekanisme mere
waktu selesai asistensi ba
dimasukkan di DIPA. Tapi tid
pernah disampaikin ke DR
Dijelaskan dinas bersangkut
ini untuk pembayaran huta;
pekerjaan melalui DAK tamb
han yang tidak sempat ditra
fer saal itu. Ta)
menya salah. Saya tegaskan|
perlu diproses hukum,” teg
Torki, beberapa wakty lal.





